GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 900/Kep.25-BPKAD /2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 900/KEP.04-
BPKAD /2020 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

a. bahwa penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang

1

milik daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.04-BPKAD /2020
tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2020,

bahwa dengan adanya pengangkatan dan pemindahan dalam dan
dari Jabatan Struktural/Jabatan Administrasi pada Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
900/Kep.04-BPKAD /2020 tentang penunjukan Koordinator
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);






